BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasab pada BAB sebelumnya, maka

dapat ditarik suatu kesimpulan :

1)

2)

3)

Proses lahir atau terjadinya perjanjian antara Dinas Prasarana Jalan, Tata
Ruang dan Permukiman dengan PT. Riska' Engineering Konsultan tidak
menjadi  hambatan untuk diterbitkannya SPPBJ ( Surat Penunjukan
Penyedia Barang dan Jasa) di dalam pelaksanaannya, tetapi di dalam proses
penunjukan pemenang terlalu berbelit-belit sehingga dilakukan 2 kali proses
lelang ulang.

Pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa konsultansi antara Dinas
Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman di Kota Padang dengan PT.
Riska Engeenering Konsultan dalam perjanjian pekerjaan jasa konsultansi
telah dilaksanakan sebagaimana mestinya yaitu menggunakan sistem
pemenang tender dengan tahap-seleksi 'sederhana, prakualifikasi, metode
evaluasi dan biaya .

Dalam hal perjanjian pengadaan barang dan jasa konsultansi antara Dinas
Prasarana Jala, Tata Ruang dan Permukiman dengan PT. Riska Engineering
Konsultan tidak didapati kendala yang menghabat jalannya konrak atau
perjanjian dan telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun

2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada BAB sebelumnya, maka

penulis memiliki beberapa saran, diantaranya :

1) Agar selalu konsisten dalam pelaksanaan perjanjian pekerjaan jasa
kunsultansi  khususnya maupun pada perjanjian-perjanjian pekerjaan
lainnya yang dilakukan oleh Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan
Permukiman

2) Agar selalu konsisté'n dalah memahimalisir Segala bentuk kendala yang ada
dalam hal pelaksanaan perjanjian pekerjaan jasa konsultasi dalam hal
pelaksanaan perjanjian pekerjaan jasa konsultansi secara khusus maupun
pada perjanjian pekerjaan lainnya yang dilakukan oleh Dinas Prasarana
Jalan Tata Ruang dan Permukiman di Kota Padang maupun PT. Riska

Engineering Konsultan
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